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SEKOLAH seharusnya menjadi tem-

pat yang aman dan inspiratif bagi setiap

siswa untuk belajar dan berkembang.

Sayangnya, tidak semua siswa meng-

alami pengalaman menyenangkan di

sekolah. Beberapa dari mereka meng-

alami perasaan benci terhadap sekolah

hingga berujung pada tindak kekerasan,

seperti melempari, merusak, membakar

dan bahkan menyakiti warga sekolah.

Beberapa kasus luapan kebencian ter-

hadap sekolah yang berujung pada pe-

rusakan pun sering menjadi sajian pada

berbagai media akhir-akhir ini. Ada apa

dengan sekolah? 

Perasaan benci terhadap sekolah dapat

dipengaruhi beberapa factor. Di an-

taranya  pengalaman buruk dengan gu-

ru, staf sekolah atau bahkan teman yang

bertindak tidak menyenangkan ter-

hadapnya. Kurikulum atau sistem pen-

gajaran di kelas yang tidak relevan dan

membosankan, atau kurangnya motivasi

dan penghargaan untuk siswa.

Selanjutnya media dan lingkungan sosial

juga dapat berperan dalam membentuk

persepsi negatif terhadap sekolah.

Konten negatif atau stereotipikal di me-

dia, seperti film atau acara televisi yang

menggambarkan sekolah sebagai tempat

menyedihkan, pun bisa mempengaruhi

pikiran siswa. Ada juga beberapa yang

mengalami masalah pribadi atau konflik

dalam keluarga dapat berdampak negatif

pada kesejahteraan mental mereka. 

Mengidentifikasi

Howard Gardner (1993), dengan teori

kecerdasan gandanya mengidentifikasi

berbagai jenis kecerdasan, seperti kecer-

dasan verbal-linguistik, logika-matemati-

ka, kinestetik dan lainnya.  Ketika guru

tidak mampu mengakomodasi kebera-

gaman kecerdasan ini dalam proses pem-

belajaran, beberapa siswa mungkin

merasa tidak termotivasi dan akhirnya

membenci sekolah. 

Sehingga sangat penting bagi  guru un-

tuk mengadopsi pendekatan yang lebih

inklusif dan beragam dalam metode

mengajar untuk menarik minat serta

potensi setiap siswa. Inilah hal penting

yang harus diketahui, dipahami dan juga

dilaksanakan oleh guru masa kini.

Ironisnya, pengalaman belajar pada

masa lalu masih menjadi acuan sebagian

besar guru dalam mengawal pembela-

jaran siswanya dikelas. 

Kurikulum merdeka mengamanatkan

perubahan paradigma pembelajaran

yang humanis, mengenali dan melayani

keunikan siswa dengan asesmen diagnos-

tik di awal pembelajaran. Kerja keras

Kemendikbud dalam mengubah paradig-

ma baru ini terus dilakukan. Namun ten-

tu saja upaya ini tidak semudah memba-

likkan telapak tangan. Berapa banyak

guru yang belum mampu mengakses

platform digital karena kendala sarana,

geografis, atau dukungan kemampuan

menggunakan perangkat digital.

Butuh waktu untuk adaptasi diser-

tai dengan penguatan motivasi dan

pendampingan yang lebih kuat su-

paya 3,3 jutaan guru di Indonesia

mampu mengajar dengan cara-cara

yang lebih mutakhir. 

Transformasi

Hakikatnya, guru dan tenaga

kependidikan perlu melakukan

transformasi terhadap cara-cara

baru yang lebih relevan dalam

memfasilitasi siswa dalam belajar

di sekolah. Merujuk tulisan Alvin

Toffler yang menekankan bahwa

dalam era perubahan yang cepat,

dibutuhkan kemampuan untuk un-

learn (menghapus pengetahuan

dan keterampilan yang sudah us-

ang atau tidak relevan).  Learn (be-

lajar hal baru dan relevan) dengan pen-

dekatan pembelajaran yang menarik, rel-

evan, dan menginspirasi. Relearn (meng-

gali ulang dan mengadaptasi penge-

tahuan yang sudah ada dengan cara yang

baru), yang berarti mengkaji ulang pen-

dekatan dan praktik yang telah ada di

sekolah untuk mencari cara-cara yang

lebih efektif dan inklusif. 

Guru dan staf sekolah harus membuka

diri terhadap perubahan dalam cara

mereka berinteraksi dengan siswa.

Ketiga konsep diatas memiliki relevansi

yang kuat atas persoalan tindakan keke-

rasan siswa yang membenci sekolah.

Karena membenci sekolah hingga beru-

jung pada tindakan kekerasan adalah

permasalahan yang kompleks dan serius.

Dengan pendekatan yang tepat dari se-

mua pihak terkait, kita boleh berharap

dapat mengatasi masalah ini secara efek-

tif.   ❑-d

*) Arifah Suryaningsih SPd MBA,

Guru SMK N 2 Sewon. - Pengurus Pusat

Ikatan Guru Indonesia

Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di LN 

Arifah Suryaningsih

Kandang maggot Jogja potensial kelola

satu ton perhari.

-- Efektif kurangi sampah di Yogya.

***

Di Bantul, 8.000 ASN dijadikan role

model pemilah sampah.

-- Daerah lain jangan ketinggalan.

***

PPATK temukan uang kejahatan Rp 1

M, diduga masuk ke parpol.

-- Tak hanya satu parpol

Tidak Seharusnya Sekolah Dibenci

MAHKAMAH Agung telah menge-

luarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun

2023 (SEMA) tentang Petunjuk Bagi

Hakim dalam Mengadili Perkara

Permohonan Pencatatan Perkawinan

Antar-Umat yang Berbeda Agama dan

Kepercayaan. SEMA tersebut ditujukan

kepada para hakim sebagai pedoman da-

lam mengadili permohonan pencatatan

perkawinan antar-umat yang berbeda

agama dan kepercayaan. Tujuan SEMA

adalah untuk memberikan kepastian

dan kesatuan dalam penerapan hukum

melalui penegasan bahwa perkawinan

yang sah adalah perkawinan yang di-

lakukan menurut hukum masing-ma-

sing agama dan kepercayaannya.

Sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan.

SEMA juga melarang Pengadilan un-

tuk mengabulkan permohonan pen-

catatan perkawinan antar-umat yang

berbeda agama dan kepercayaan.

Bagaimana jika perkawinan antar pa-

sangan warga negara Indonesia (WNI)

dilakukan di negara lain yang menurut

negara tersebut perkawinan mereka

telah dinyatakan sah? 

Mencari Jalan

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f

UU No 1/1974 menegaskan, perkaw-

inan yang sah adalah perkawinan yang

dilakukan menurut agama dan keper-

cayaannya. Perkawinan pasangan

WNI yang berbeda agama tidak sah dan

tentu saja tidak bisa dicatatkan.

Mengingat ketentuan UU ini, banyak

calon pasangan yang berbeda agama

mencari jalan agar mereka bisa

melakukan perkawinan secara sah de-

ngan  melakukan perkawinan di luar

negeri. Negara-negara yang dituju biasa-

nya adalah negara-negara yang mene-

rapkan sistem hukum Common Law,

seperti Australia. Mengapa demikian? 

Salah satu azas dalam perkawinan

menurut Hukum Perdata Internasional

(HPI) adalah lex loci celebrationis. Arti-

nya,   hukum yang berlaku dalam

perkawinan yang bersifat internasional

adalah hukum negara tempat dilang-

sungkannya perkawinan. Jika perkaw-

inan dilangsungkan di Australia, maka

hukum yang berlaku adalah Hukum

Australia yang tidak melarang adanya

perkawinan berbeda agama. 

Setelah perkawinannya dinyatakan

sah menurut Hukum Australia, pasang-

an suami isteri tersebut kembali ke

Indonesia dan memohon kepada peng-

adilan atau pegawai Kantor Catatan

Sipil agar perkawinan mereka dicata-

tkan. Dengan asumsi perkawinan mere-

ka telah sah menurut hukum Australia

dan status hukum mereka telah resmi

sebagai suami isteri. Menurut HPI,

dimungkinkan adanya pemakaian

hukum asing dan pengakuan hak-hak

yang telah diperoleh di negara asing oleh

negara forum, dalam hal ini Indonesia. 

Patut Diapresiasi

Dalam praktik ada hakim yang

mengabulkan permohonan pencatatan,

ada juga yang tidak mengabulkannya.

Ada pegawai Kantor Catatan Sipil yang

mau mencatatkannya, ada yang meno-

lak. Kehadiran SEMA No 2/2023 patut

diapresiasi untuk menghindari dispari-

tas sikap hakim.  

SEMA memiliki dasar yang kuat baik

dalam hukum nasional, khususnya UU

No 1/1974 maupun dalam HPI itu

sendiri. Pertama, UU No. 1/1974 sudah

sangat jelas menentukan bahwa perkaw-

inan hanya sah jika dilakukan berdasar-

kan agama dan kepercayaan. Kedua, pe-

makaian hukum asing dan pengakuan

hak-hak yang telah diperoleh di negara

asing dapat ditolak di negara forum, da-

lam hal ini Indonesia. Jika pemakaian

hukum asing dan perolehan hak-hak di

negara asing tersebut dimaksudkan

untuk menghindari diberlakukannya

hukum yang seharusnya, dalam hal ini

hukum nasional Indonesia. Dalam

HPI, perilaku seperti ini disebut seba-

gai penyelundupan hukum atau eva-

sion of law. 

Ketiga, hakim dapat menolak pe-

makaian hukum asing dan pengakuan

hak-hak yang telah diperoleh di negara

asing jika bertentangan dengan ketert-

iban umum, yaitu sendi-sendi asasi

hukum dan masyarakat suatu negara,

sebagaimana yang diatur dalam UU

No. 1/1974.  Sudah seharusnya para

hakim mengikuti SEMA untuk mence-

gah terjadinya penyelundupan hukum

dan pelanggaran terhadap ketertiban

umum. Serta untuk mengarahkan peri-

laku taat hukum bagi masyarakat.  ❑-d

*) Prof Dr Nandang Sutrisno, Guru

Besar Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia

Nandang SutrisnoPatroli Berantas Pinjol Ilegal
PINJAMAN online (pinjol) ile-

gal ternyata masih terus berope-

rasi di Indonesia dengan me-

manfaatkan media sosial, insta-

gram dan sebagainya. Mereka

terang-terangan mengiklankan

produk pinjaman kepada masya-

rakat. Padahal, beberapa waktu

sebelumnya pemerintah sudah

bertindak tegas terhadap pinjol

ilegal. Bahkan Otoritas Jasa Ke-

uangan (OJK) bersama Satgas

Waspada Investasi (SWI) telah

menghentikan kegiatan 155 plat-

form pinjol ilegal hingga 31 Mei

2023 (KR 8/8).

Namun langkah tersebut

agaknya belum cukup, karena

nyatanya pinjol ilegal masih

merebak dengan memanfaatkan

media sosial. Tak kurang Wakil

Ketua Komisi III DPR RI Ahmad

Sahroni mendesak Polri agar

memberantas pinjol ilegal yang

meresahkan masyarakat.

Apalagi mereka berani terang-te-

rangan mengiklankan usanya di

media sosial.

Beberapa waktu sebelumnya,

Menkopolhukam Mahfud MD

pernah mengatakan agar ma-

syarakat jangan takut meng-

hadapi pinjol ilegal yang melaku-

kan teror. Upaya tersebut harus

dilawan dan segera lapor ke

polisi. Sebab, aksi mereka sa-

ngat meresahkan dan merugi-

kan masyarakat. Sejak itu, prak-

tik pinjol ilegal mulai surut. Tapi

belakangan, sebagaimana

dikeluhkan Wakil Ketua Komisi

III DPR RI Ahmad Sahroni,

mereka berani lagi, bahkan de-

ngan mengiklankan di instagram

dan sebagainya. 

Kalau kita cermati, pengelola

pinjol ilegal sepertinya sudah

mempelajari di lapangan kapan

mereka hadir di tengah masya-

rakat. Mereka menawarkan ber-

bagai kemudahan dalam pinjam-

an, dengan syarat yang tidak ri-

bet. Sementara masyarakat,

terutama yang sedang membu-

tuhkan uang cash juga tak mau

direpotkan dengan berbagai per-

syaratan pinjaman seperti

laiknya bank konvensional. Inilah

yang menjadi sasaran empuk

pinjol ilegal. Seolah mereka hadir

menjadi dewa penolong.

Tapi di balik itu, pengelola pin-

jol ilegal sudah menyiapkan

strategi untuk menjerat debitur.

Begitu debitur mengambil pin-

jaman, saat itulah berbagai jurus

dilancarkan pengelola pinjol ile-

gal, antara lain dengan mengan-

cam dan menebar teror, sehing-

ga debitur ketakutan. Sayang-

nya, tak semua debitur berani

melawan dan melapor, sehingga

menjadi bulan-bulanan pinjol ile-

gal.

Baru-baru ini seorang maha-

siswa UI dibunuh seniornya,

gara-gara pelaku terjerat pinjol

online. Merasa tidak mampu

melunasi utangnya, AAB (23)

membunuh juniornya MNZ (19)

dengan tujuan menguasai harta

korban untuk melunasi pinjol.

Kasus ini pun menjadi perhatian

nasional, betapa mengerikan

orang yang terjerat pinjol ilegal,

panik dan kalap. 

Padahal, sebenarnya soal pin-

jam-meminjam atau utang-piu-

tang murni masalah perdata,

yang penyelesaiannya dapat di-

lakukan secara musyawarah ke-

keluargaan. Tapi dalam perkem-

bangannya, telah banyak dis-

usupi anasir-anasir kriminal, se-

perti hadirnya debt collector yang

cenderung melakukan upaya

paksa berupa pengancaman

dan aksi kekerasan, sehingga

membuat debitur ketakutan.

Karena panik, tindakan debitur

menjadi cenderung tidak rasio-

nal, putus asa, bahkan ada yang

bunuh diri.

Kiranya pemerintah, dalam hal

ini OJK serta Satgas Waspada

Investasi perlu mengintensifkan

kembali  patroli terutama di dunia

siber yang sering digunakan pe-

ngelola pinjol ilegal beroperasi.

Pinjol ilegal  harus diberantas

karena sangat meresahkan ma-

syarakat.  ❑-d
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Penipuan Lewat WA Mengatasnamakan Bank
BEBERAPA hari yang lalu,

untuk keduakalinya saya me-

nerima WA dari sebuah nomer

dengan menggunakan logo

Bank BNI. Sangat mirip lo-

gonya, dengan kalimat ÔInfo

Bank BNIÕ. Namun saya

merasa aneh karena dikirim

dari sebuah nomer yang

berbeda dengan yang perta-

ma. Saya tidak membuka dan

saya tanyakan kepada teman.

Dia tegas mengatakan : Ôgak

usah dibukaÕ.

Ternyata beberapa teman ju-

ga mendapatkan WA tersebut

dengan nomor-nomor yang

berbeda. Seorang teman

bersaksi, ketika nomer tersebut

diblokir, besuknya akan muncul

dengan nomor lain. Karena

sepertinya sudah diniatkan dan

dengan menggunakan banyak

nomer.  Kalau dulu pernah ada

kewajiban mendaftarkan no-

mor, lalu apakah ada gu-

nanya? Kalau pendaftaran

masih wajib, maka data pasti

ada, tentu mudah kan otoritas

penerima pendaftaran nomer

HP untuk mendeteksi nomer-

nomer tersebut? Karena ketika

ditanyakan ke Bank BNI terus

terang juga dijawab itu

penipuan. Sebab kalau dari

Bank BNI andai ada memakai

nomer maka ada nomer

khusus. 

Yang pasti, penipuan ini sa-

ngat meresahkan. Bagi yang

akses informasinya luas, hal

tersebut bisa diantisipasi.

Namun bagi mereka yang ak-

ses informasinya terbatas dan

kemudian terbobol datanya,

alangkah sangat kasihan.

Mungkin  pihak atau instansi

yang berwenang dapat mem-

berikan informasinya, untuk ke-

pentingan masyarakat.  ❑-d

*) Ninik, Jl Margoutomo

Yogyakarta


